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Lampiran Keputusan
Nomor :52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

II. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

NO.

STANDAR
PELAYANAN

KETERANGAN

1. | Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023

tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional

. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
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Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Tematik lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan

12.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar
Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

13.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar
Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial
dan Informasi
Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tatal
Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

2. | Persyaratan | A. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan
Mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah VII]
yang memuat :

a. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;

b. Tujuan penggunaan IGT;

c. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-
mail)

B.Eksternal Kementerian Kehutanan / Instansi
Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di
pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi
/Kabupaten/Kota
dan BUMN/BUMD)
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Pengguna eksternal instansi pemerintah mengajukan

surat permohonan ke BPKH Wilayah VIII yang memuat

informasi :

a. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;

b. Tujuan penggunaan IGT;

c. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-
mail)

C. Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke|
BPKH Wilayah VIII dengan menyertakan :
1. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang;
2. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
3. Tujuan penggunaan IGT;
4. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-

mail)
*apabila pemohon akan melakukan analisis spasial
bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT
yang diperoleh, maka pemohon harus
menyampaikan copy surat / dokumen Kerja Sama
(kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani
pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani
Pihak Ketiga kepada BPKH Wilayah VIII

3. | Sistem, Alur Permohonan IGT :
Mekanisme,
Prosedur
540 Menit
B::::al-s‘a’:“ :;‘:::::: Ke%’l;‘ﬂ‘?:k“ “'“S::;k"" Surat Balasan
et disposisi kepada  ff———b dlssp;?:i:mke — p:m‘:::mf —>  danBAST
permohonan IGT fenela Saln 300N ditindaklanjuti dan BAST

N

Mengunduhdata =
IGT yang diminta 4

SIGAP KLHK ’ {
«
*dengan syarat BAST telah dii latangani oleh pihak h Pemohon ’
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4. | Jangka Waktu Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT selama
Penyelesaian 540 menit / + 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan
Ja s€jak persy
permohonan lengkap diterima.
5. | Tarif/Biaya Pelayanan Permohonan IGT tidak dikenakan
biaya/gratis.
6. | Produk Data shapefile /| PDF |/ Excel
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII
Proserancden || Ruang Tunegu
b. Resepsionis ;
c. Lahan Parkir
d. Mushola;
e. Toilet;
f. AC.
2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan
a. Laptop;
b. PC;
c. Printer;
d. Alat Tulis;
e. Meja dan Kursi;
Jaringan Internet.
8. | Kompetensi Anggota Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial
Pelaksana . .
yang telah menandatangani Pakta Integritas
9. | Pengawasan Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan
Internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balalil
gg?gﬁdéfr? ’ Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL.
Masukan Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon,
Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Faksimile : (0361)
227928
Email : bpkhO8@gmail.com
11. | Jumlah Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan IGT
Pelaksana berdasarkan SK Kepala Balai Nomor 14 Tahun 2025
Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial
Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
dan Staf Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :

ion
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1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
: 1 (satu) orang;

2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan : 1 (satu) orang;

3. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Tematik :
11 (sebelas) orang;

Staf Sub Bagian Tata Usaha : 2 (dua) orang.

12. | Jaminan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah VIII :

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOG! KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH Vil

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan inl, kormni menyatakan sanggup menyelenggarton peloyanon sesuoi
standar peloyanan yong telah ditetapkan dengan penuh tonggung jowab

serta seiolu melckukan perbaikon secara terus menerus.
Apabila pelayanan yang diberlkan tidok sesual dengan standar, kami siap
menerimo sonksi sesuoi peraturan perundong-undongan yang berlaku

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Bolai Peman! IpeaRXawasan Hutan ‘Wilayah Vi

13. | Jaminan

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH

Keamanan Wilayah VIII
dan ;
Keselamatan L CCTV;
Pelayanan 2. Tangga;
3. Security
14.| Evaluasi Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan
Kinerja melalui:
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara
berkala;
Penilaian Kinerja Pelaksana;

Tandin 186
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